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WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRAS]I JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ‘%6 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya efisiensi, efektifitas,
akuntabilitas dan  tertib  administrasi dalam
penyelenggaraan  Perpustakaan  Kedinasan  Kota
Administrasi Jakarta Barat perlu adanya standar
pelaksanaan tugas vang baku;

b. bahwa pengelola informasi publik dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya memerlukan kepastian mengenai
hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan vang
ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan
Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Barat
dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang WNomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 253 Tahun 2008 tentang
Pelayanan Publik;



Menetapkan

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor ©
Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik:

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah:

8. Peraturan Ketua Komisi Informasi Noemoer 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
DEI Jakarta;

10. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang
Layanan Informasi Publik:

1. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi:

12. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor 132 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 127
Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Barat;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(FPID) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan
Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, meliputi :

1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui Desk
Layanan PPID

2. Pelayanan Informasi Publik melalui Papan Pengumuman
3. Pelayanan Informasi Publik melalui Sistem Pengumuman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2019

FAM EFFENDI
710131983121001

Tembusan :

1. Ka. Dinas Kominfo dan Statistik Prov. DKI Jakarta

2. Komisi Informasi Prov, DKI Jakarta

3. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat

4. Ka. Sudis Kominfo dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat
5. Para Ka. Bagian Setko Adm. Jakarta Barat



Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm.
Jakarta Barat
Nomor \%& Tahun 2019

Tanggal 14 Juni 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR :

1.

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI DESK
LAYANAN PPID

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PAPAN PENGUMUMAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI SISTEM PENGUMUMAN



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Raya Kembangan Mo.2 Jakarta Barat, Telp. ; 021-5821740, Fax, : 021-5321740
‘Website http://harat jakarta go.id, E-mall | sekkojakbarfjakarta.goid

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI DESK LAYANAN PPID

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRAS] PEMERINTAHAN (SOP-4P)




Momon S0P

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI | Tenusd Pembuatan

JAKARTA BARAT Tanggal Rewisi

Tanggal Pengesahan

PEIABAT PENGELOLA INFORMAST DAN

DOKUMENTAS] SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRAS]
JAKARTA BARAT Mama S0P

Dasar Hukum

&

m e o A

Undang-Undang Nomee 14 Tahun 2008 leniang Katerbukaan informas Pyl

Peraluran Pemerintah Nomar 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008
lentang Kelerbubaan Informast Publk

Pergiuran Manies Komunitasi dan infematica Nomor 10 Tahos 2010 tentang Pedoman Pengalolaan
Inlprmaasi dan Dokumentasi di Lingkungan Koemunikasi dan indomratika

Paraluran Menlen Dalam Meger Nomor 35 Tafwn 2010 tentang Pedoman Pelaksanasn Pengelokxn
Pelzyanan irdomasi dan Dokymentasi di Lingkungan Pemenntah Pusal don Pemevastah Daorah
mmmwmmmnmmmmmmm
Ferataran Gubamur Nomao 175 Tahun 2016 enfang Layanan Informasi Publik

Kepulusan Gubemur Nomor 2347 Tahun 2096 tenlang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi
Prosinesi Diaseray Khasus Ibukola Jakara

FKeputusa Walikola Kota Administeasi Jakarta Baral Nomor 137 Tahun 2019 lentang Perubahan Keputusan
Walikota Kota Adminisirasl Jakarta Baral Momor 127 Tabwn 2017 tentang Penunjskan Pejabal Pengelola
informasi Dan Dokumenlas (PPID} Sekretariat Kola Administasd Jakana Baral

b. Mamahami dan dapal menguasal beknaon infommssi
. Memiiki lalar belakang pendidican yang mendukung kogiastan pengeliizan dan
pelayanan indormasi publk

Keterkaitan Peralstan [ Perlengkapan
1. S0P Palayanan Informasi Publit medalul Papan Pengumuman 1. Desk [meja} Layanan Informasi 7. SwalNola Dinas
2. SOP Pedayanan Informasi Public melalui Sistem Pengumuman 2 Komputer 8, Filling Cabinet
3 Aol cetpk (prinfar] 9. Formuli Sural Peemohonan Informasi
4 Interned Publk
3. Sural eleltronsk 10. Daftar Informass Publk
6. Tedepon dan o

Fulnnll:n

E:Pﬂhaqmgmnmmamwmﬁ Apatsla S0P inl lidsk boralsn dengmn balk maka
kegialan lidak dapal dpertangqungizwablian oleh instanst.

Pencatatan dan Pendataan




URALAN PROSEDUR
SOP Pefayanan Pemaohonan Informasi Publik melalui Desk Layanan PPID

Pelaksana M Baku
K Aktivitas Bidang Pelayanan Argeeta Bld, ety [ata dan !
FFID Setho Informasi Palayanan Info. informasd Helengkapan il P
1, | Mameiniahkan Bidang uniuk Sural penmohonan, 10 menil Disposis
Fomuls
WMMW ' I | mlll
2 Memirmtabian Asggola uniuk . Diegasis, Sursl 10 sl Dapasisi
Wmmm ml Illuljl
el
3| Memainiahkan Pelugss Data dan Dispass, Sural menl | Dispossi
Informas uniuk menghimpun, L permohonas, Formiul
mengolzh dan menganalisa mmht-nt
kithuluhan data infumasi publik
1
4, | Menghimpun dats informas pobite 1 Dispocsisi, Sural Bl il Data
permohonat, Formus
permohonan inkonmas,
[T
3 Mizngyolah dita b pubik Data T il Dl
B | Menganalisa Kebuiuhan dala I"— Data 2 menil | Daia
informags polik dan melaporkan S |
kepada Arggola
7. | Memerisa dan mangonsap jawaban Tidsk Datta 45 menit Korsep,
memarintabican Pefugas dan -
Informas untisk mengeli
¥a
& mhnuuplaw&m T Fonsep, Dposksi 5 menil Ceall
pemohonizn informias! pubtl dan
meslaporkan hepada Anggola >
—
o0



Mutu Bakm

IFPID Setko

Petugns Crata dan

Parsyaratan |
Welengkapan

15 mend

10,

0 el

1.

Tidak ¥

10 manil

2

Seirpl [awaban, uaal
[peEsrgjan | ar

15 miersl

Tanda lsfima
dan arsip

1

10 menil




PEMERINTAH PROVINSI DKl JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

11. Rawa Kembangan No.2 Jakarta Barat, Telp. : 021-5821740, Fax. : 021-5821740
Webhsite htp:/fbarat jakarta.go.id, E-mail ; sekkojakbari@jakarta,go.id

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI PAPAN PENGUMUMAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRAST PEMERINTAHAN (SOP-AP)




Womar S0P
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI Tanggal PW““ ----- Juni 2019
JAKARTA BARAT Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan | ... Juni 2018
Disahkan COlheh
PEIABAT PENGELOLA INFORMAST DAN
DOKUMENTASI SERRETARLAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT Mama SOP

Dazar Hukum

Kualifikasi Palaksang — <romes

1
2
3

4

3

. Uindang-Undang Momar 14 Tahun 2008 lenkang Keterbukaan Informasi Pubik

Peraluran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaisanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003
loniang Keterbuicann Informesi Publit

Porahman Menteri Komunkasi dan Informatika Nomor 10 Tabun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Ifpmniast dan Dokurmentasi & Linglungan Kamunitas! dan Informatica

Peraluran Menteri Dalam Megeri Nomor 35 Tahun 2010 fteniang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan
Pebyanan Intormas dan Dolumentast di Linghungan Pemarindah Pusal dan Pemerinizh Daerah

Peraluran Komisi Informasi Rpeubil Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 lertang Standar Layanan informasi
Pubik

1. PPID momahami Persluran Gubsrour Provinsi O] Jakarla Nomor 175 Tahwn 2006
Tentang Layanan Infommasi Pulik
2 Potugas Informas memiili kemampuan:
a  Memahaeni pendokumentasian, kearsipan dan pangelolasn informas
b Memahami dan dapal menguassd leknolog inlmsis
£ Memilki lsfa belakang penditkan yang mendukung kegialan pengslclaan din
pedayanan infoemasi public

6. Peraturan Gubernur Momor 175 Tahun MG fentang Layasan Inlormasi Publk
7. Kesstussn Gubemur Momor ZM7 Tehun 2016 fonlang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi
Provingi Dasrah Khusus (bukota Jakara
8. Kepubesa Walikola Kota Adminstrasi Jakana Barat Momor 132 Tahun 2019 tentang Perubahan Kepulusan
Wallkola Kols Adminisirasi Jakarta Baral Nomor 127 Tabun 2017 tentang Penunjukan Pejabal Pengelola
Informasi D Dokumentasl {PPID) Seknetariat Kota Adminiskasi Jakaria Baral
Keterkaitan ' Peralatan | Parlangkapan
1. SOP Permohonan Informasi Publik melaks Desk Layanan PPID ; Desk (meja) Layanan Informasi :I;’: mﬂmm
2. S0P Palpyanan Informast Publik melabui Sistem Pengumuman = Mﬁﬂ'm A . Cabinel
4, Inkermed
6, Bural dheklionk
&, Telepon dan fax
Faringsian Pencatatan dan Pendataan
S0P ini berpangaruh terhadap peiaksanaan S0P lannya, Apabila SOP inl igak berjalan dongan baik, maka 1. Dokumen kegiatan

kegiatan fidak dapat depertanggungjawsbkan olah inslansi,

2. Daflar Informasi Publik
3, Dafar Informasi dikecoalikaniahagia




URAIAN PROSEDUR
S0P Pelayanan Informasi Publik metalui Papan Pengumuman

Pelaksara Muty Baku
Aklivitas Eeterangan
Anggota Bidang Pengelofan | Petuges Data dan knformasi
sboiiet Persyaraland Ketengkapan Wakiu Duput
Memirindahicen Petugas Dala dan infomasi Produk Hikum Menganal 10 mani Desposici
uniuk menghimpun dan mengolah dals Daftar inkymasi Pubsk,
infiormasi a
pubiik Déspocisi
Menghimpun dala inlymasi publit = Disposisi &) menil Drata
Mengolah data informas pubsik dan ¥ Dala 120ment | Data informasi Pobic
imisaparkan kipada Anggala -
Mhemiiksa datias informasi publil; yang akan Dualtar Indosrmasi Pubid &5 menil mﬁmﬂ
diputdikasikan dan memerndahican Potugas
Data dan infoemasi mencetaik dan Tickak Cspasiss
mempublkasikan ke papan pengumUTEn ¥a
Mancelzk [eta infomasi Pubsk unluk Y Diaftiar Infonmasi Pullik., 15 menil Drata Informasi Puibiik
dipubibkasiizn ——
L Dl Infcemasi Pubiik 5 meni Informasi

Menampilian Diata informasi Pubdi di papan
persgumiumen dan melsporkan kepada




l PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jl. Rava Kembangan Mo.2 Jakarta Barat, Telp, : 021-5821740, Fax. : 021-5821740
Website: hitp:f/barat. jakarta.gouid, E-mall : sekkojakbanjakarta.go.id

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI SISTEM PENGUMUMAN

STANDAR OPERASTONAL PROSEDUR
ADMINISTRAS PEMERINTAHAN (SOP-AP)

)



Nomor SOF

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRAS] | g9l Pembuaian
JAKARTA BARAT Tougel Pl

Tanggal Pengesahan

Dsahkan Ok

PEJARAT PENGELOLA INFORMAST DAN

DOEUMENTASE SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT Hama S0P

Drasar Hukum

Kualifikasi Pefaksana

1
2

o

WHEm 4R

. Undang-Undang Momar 14 Tabin 2008 lenlang Keterbukaan Informasi Pubdk

Peraturan Pemesiniah Momor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2008
bantang Kelerbukaan (nlomasi Pubkl

Peraturan Menten Komundasi dan lkemalicy Nomor 10 Tahun 2000 lenlang Pedoman Pengeolaan
informasi dam Dedomaniasi & Lingkungan Komunikasi dan informatiica

Persturan Menderi Datam Megeri Momor 35 Tatun 2010 leniang Pedoman Pelaksanaan Pengeinlaan
Pudsryanan Informasi dan Dokumentasi i Linghungan Pemeniniah Pusal dan Pamerintah Dasrah
Paraluran Komisi Infoemasi Rpeublit fedonesia Momor 1 Tahon 2010 tenlang Standisr Layvanss Inlonms)
Pruibéik

Peraturan Gubesnur Nomor 175 Tahun 2016 lentang Layanan Informasi Publik
Kepubusan Gubernur Nomee 2347 Tahun 2016 tenlang Pejabal Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Prowingi Diagrah Khusus [bukola Jakata

Kepulusa Wallkoda Kota Adminisiasi Jakela Baral Nomer 132 Tahun 2019 tentang Peutahan Kepulusan
Wakkola Kola Administrasi Jakarta Barat Nomor 127 Tahun 2017 tenkang Pernunjuan Pejabal Pangolols
Intorrsasi Dan Dabumaniasi (PPIDY Selretarial Kols Adminisirasi Jakaria Barah

mmmmwwmwammrmmm

fdentitas Pamohon mdividu! Badan Pubdk

Keterkaitan Peralatan | Perlengkapan

1. S0P Permohonan Informasi Publix melalul Desk Laryanan PPID ; Diesk {mega) Layanan informsi ; wum

2 SOP Pelayanan Informiasi Pubk melaks Pengumuman Fnmpuler Cabinet

e 3. Alat catk (rinfe) . Formule Suest Pavobcman o

4. Inlermed Publk
5. Sural elekironk 0. Daltar lefoimasi Pulblic
6. Telepon dan fax

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P ini Bespengandh lechadap petaksanasn SOP kinnya. Apatila SOP ini lidsk barjalan dergan baik, maka 1. Buky Agenda

kegiatan tidak dapal dipertanggungiawabian dleh instansi. 2 Dokumen kegiatan
3 Daftar Inkumasi Publk
4. Daftar Inkemasi cikocuaBankahasis
5




URAIAN PROSEDUR :
S0P Pelayanan Informasi Publik malalui Sistem Pengumuman

Pelaksana leriu Baku
Ho Aldivitas Kelerangan
Anggota Bidang Pengelolaon | Peluges Data dan informasi Parsyaratan Kelengkapan Wiakiy Output

1. | Memerintzhkan Pelugas Data dan nfermasi Hatijakan tevicait Dafiar 10 menil Disposies
I P | Desposisi

2 Menghimpun data informasi publi | Dhzposisi 50 mend Dala

3| Mengolah data informasi publk dan * Data t20menil | Dakainformasi Public
metaparkan kepada Anggola k

4. | Memerikes daftar informasi publik yang akan Diahar infoemasi Publi A5meny | Dot lafoemasi
diguabiikasikan dan memerintahian Pefugas Tidak e
Data dan fnformasi untuk menginged kn (ispasisi
sistern L

5 | Mengimput Daftar informasi Publi dan s Dl Informasi Publi, 5 menit infommas




